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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76/PMK.03/2010
TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN
KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN

ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16E Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pgjak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pgjak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana telah bebergpa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, diatur bahwa
Pajak Pertambahan Nilai dan Pgjak Penjualan atas Barang
Mewah yang sudah dibayar atas pembelian Barang Kena
Pajak yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh orang
pribadi pemegang paspor luar negeri dapat diminta
kembali;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17E Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpgakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009,
diatur bahwa orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam
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Mengingat

1.

negeri yang melakukan pembelian Barang Kena Pajak di
dalam daerah pabean yang tidak dikonsums di daerah
pabean dapat diberikan pengembalian Pgjak Pertambahan
Nilai yang telah dibayar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b, serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 16E Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nila Barang dan Jasa
dan Pgak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 17E
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpgakan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengajuan dan
Penyelesaian Permintaan Kembali Pgjak Pertambahan
Nilar Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor
Luar Negeri;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpgakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 3262)
sebagaimana telah bebergpa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4999);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pgak Penjuaan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005
Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006
tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA
CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN
NILAl  BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI
PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.

Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, yang selanjutnya disebut
Orang Pribadi, adalah orang pribadi yang memiliki paspor yang diterbitkan
oleh negaralain dan memenuhi syarat sebagai berikut:

a. bukan Warga Negara Indonesia atau bukan permanent resident of
Indonesia, yang tinggal atau berada di Indonesiatidak lebih dari 2 (dua)
bulan sgak tanggal kedatangannya; dan/atau

b. bukan kru dari maskapai penerbangan.

Barang Bawaan adalah Barang Kena Pgak yang dibeli oleh Orang Pribadi
dari Toko Retail dan dibawa keluar Daerah Pabean oleh yang bersangkutan
dengan menggunakan moda transportasi pesawat udara, melalui bandar
udara

Toko Retail adalah toko yang menjual Barang Kena Pgjak di dalam Daerah
Pabean dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pgak, serta
berpartisipasi dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada
Orang Pribadi, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Unit Pelaksana Restitus Pgjak Pertambahan Nilai Bandar Udara adalah
unit khusus dari Kantor Pelayanan Pajak yang terdiri dari Konter
Pemeriksaan Barang Bawaan dan Konter Pembayaran, yang lokas
kerjanya meliputi suatu tempat sebelum check in counter dan suatu tempat
setelah konter pemeriksaan imigrasi, dan bertugas memproses permohonan
pengembalian Pg ak Pertambahan Nilai bagi Orang Pribadi.

Konter Pemeriksaan Barang Bawaan adalah bagian dari Unit Pelaksana
Restitusi Pgak Pertambahan Nilai Bandar Udara yang bertugas memeriksa
Barang Bawaan.

Konter Pembayaran adalah bagian dari Unit Pelaksana Restitus Pagjak
Pertambahan Nila Bandar Udara yang bertugas mengembalikan Pagjak
Pertambahan Nilai untuk jumlah paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah
dibayar oleh Orang Pribadi.
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Kantor Pelayanan Pgjak yang selanjutnya disebut KPP adalah Kantor
Pelayanan Pgjak Pratama yang wilayah kerjanya membawahi bandar udara.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN
adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja KPP.

Faktur Pgak Khusus adalah Faktur Pgjak yang dilampiri dengan cash
register/struk  pembayaran/invoice sebagal satu kesatuan yang tidak
terpisahkan, yang diterbitkan olen Toko Retail atas pembelian Barang
Bawaan yang Pgak Pertambahan Nilainya akan diminta kembali oleh
Orang Pribadi.

Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pgjak Pertambahan
Nilai adalah dokumen yang menyatakan jumlah Pgjak Pertambahan Nilal
yang dapat dikembalikan kepada Orang Pribadi.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja
dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya
untuk membiayal kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja yang tidak
mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Uang Muka Restitusi Pgjak Pertambahan Nilai adalah UP untuk membayar
pengembalian Pg ak Pertambahan Nilai bagi Orang Pribadi.

Bendahara pengduaran addah orang yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan bdanja negara ddam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendagpatan dan Bdanja Negara pada kantor/satuan kerja kementerian
negarallembaga.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Bendahara yang bertugas
membantu Bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran
kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

Pemegang Uang Muka Restitus Pgak Pertambahan Nilai adalah
Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ditempatkan pada Unit Pelaksana
Redtitusi Pgjak Pertambahan Nilaa Bandar Udara yang melakukan
pembayaran restitusi Pgjak Pertambahan Nilai.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM
UP adalah SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran (PA/KPA) yang dananya dipergunakan sebagai UP
untuk membiayal kegiatan operasional kantor sehari-hari.

SPM UP Pengembalian adalah SPM UP yang diterbitkan untuk membayar
Uang Muka Restitus Pgjak Pertambahan Nilai.
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